LAMPIRAN
SAQ KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2018


1. Dokumen pendukung dalam bentuk naskah akademis, kajian atau pertimbangan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

	NO
	DAFTAR DOKUMEN NASKAH AKADEMIK TAHUN 2015

	1
	NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
	[image: ]


	2
	NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
	[image: ]


	3
	NASKAH AKADEMIK PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN, DAN PERIKANAN
	[image: ]


	4
	NASKAH AKADEMIK PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA
	[image: ]


	5
	NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA
	[image: ]


	6
	NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA
	[image: ]


	7
	NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KEPALA DESA
	[image: ]




	NO
	DAFTAR DOKUMEN NASKAH AKADEMIK TAHUN 2016

	1
	NASKAH AKADEMIK RAPERDA KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
	[image: ]


	2
	NASKAH AKADEMIK RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
	[image: ]


	3
	NASKAH AKADEMIK RAPERDA KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG UPAYA KESEHATAN PERORANGAN
	[image: ]


	4
	NASKAH AKADEMIK RAPERDA KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP IBU DAN ANAK
	[image: ]




	NO
	DAFTAR DOKUMEN NASKAH AKADEMIK TAHUN 2017

	1
	NASKAH AKADEMIK RAPERDA TENTANG HIBAH DAN BANSOS
	[image: ]


	2
	NASKAH AKADEMIK RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN HAK ASASI MANUSIA
	

	3
	NASKAH AKADEMIS PD MENJADI PT. BPR BANK DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016
	[image: ]


	4
	NASKAH AKADEMIK RAPERDA TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
	[image: ]


	5
	NASKAH AKADEMIK RAPERDA KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG KESETARAAN PENYANDANG DISABILITAS
	[image: ]






	NO
	DAFTAR DOKUMEN NASKAH AKADEMIK TAHUN 2018

	1
	NASKAH AKADEMIK RAPERDA KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
	[image: ]


	2
	NASKAH AKADEMIK RAPERDA KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
	[image: ]


	3
	NASKAH AKADEMIK RAPERDA KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	[image: ]




2. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
3. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir
4. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir
5. Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir
6. Dokumen tentang Memorandum of Understanding/ LoI/ Nota Kesepahaman/Nota Kerjasama/sejenisnya berikut dokumen pendukungnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
[bookmark: _GoBack]
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PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
'PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 11
TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN,
KESEHATAN HEWAN, DAN PERIKANAN

Latar Belakang
Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/2147/5.
tanggal 28 April 2014 peshal Klarifikasi Peraturan Daerah, maka
Peraturan Dacrah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2013
tentang Penyclenggarasn Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Perikanan
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tngsi
Beberapa hal vang bertentangan dalam muatan materi yang diatur
Peraturan Daerah dimaksud, scbagai berikut
o bahwa terhadap pembebanan atas pemohon, biaya yang tmbul
akibat adanya permohonan rekomendasi dan biaya YAng
ditimbulken akibal terbitnya isin, schingga dilarang untk
dilakukan pungutan terhadap pemohon
b, Pemerintah Dacrah dilarang melakukan pungutan atau dengan
sebutan lain diluar yang telah ditetapkan Undang-Undang,
gkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD],

¢ bahwa dalam upeya me
Daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendapatan
1ng menyebakan ckonomi biaya tinggi dan menctapkan Peraturan
Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas pendudulk,
alu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan
ekspor impor.

Jangkan  berdasarkan  Surat  Gube Jawa  Tengah
Nomor 180/000991 tanggal 21 Januari 2014 perihal Hasil Kierifikasi
>craturan Dacrah Kabupaten Karanganyer, bahwa Peraturan Daerah
Kabupaten Nomor 11 Tehun 2013 tentang

Penyelenggarsa Keschatan Hewan, dan Perikanan dalam
hal teknis penulisan agar mengacu pada Undang-Undang Nomor 12
fahur 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

it beberapa hal materi untuk diperhatikan kembali dan diatur agar
“iir dalam Peraturan Dacrah dimaksud terstrukiur dan mudah untuls

dipahami
Sehubungan
Dacrah Kabup
lenggar:
perlu_disempy
ang-undangan yang

engan hal terscbut, materi muatan dalam Peraturan,

aten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2013 tentang

Peternakan, Keschatan Hewan, dan Perikanan

nalan agar scsuai dengan ketentuan Peraturan
h tinggi.

Dasar Hulkum

1. Pasal 1
Tahun 194

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dasrahdacrah Kebupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengahi

3. Undang.Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Aecara
Pidana;

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan,

Ikan, dan Tumbuhan;

Undéang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan

Kesehatan Hewan;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

sat (6] Undang-Undang Negara Republik Indonesia

on
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Kabupsten Karanganyar memili banyal pofensi berupa aset-aset serta

Kendist geografis  yang memerluken pengelolaan secara profesional | yang
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dacrah discgala bidang , oleh karena it optimalisasi melalui pengelolaan
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elam rangka untuk lebih mendarong pelaksanaan peningkatan

alitas pelayanan dan pengelolasn berbagai bidang kegiatan wsaha i

bupaten Karanganyar sekaligus saian satu faktor pendukung Pendapatan

Dacra (PAD 1 dur Perusahaan Ursum Dacrah ssngatlah penting
dalarm upaya penguatan sirukiu Perdapatan Asll Dacrals (PAD).

Pilhaa o Jolaan aset aset yang telah dimiliki oleh Pemerintah
Kabupaten Kerarga 0 beluen dikella secara profesional akan menjadi
slternatic yang tepar dengan pendirinn sebuan Perusai

Pilihan pendirian Persahaan Uum Dacrah Ancka Usaha merapakan
ngkah yang bijaksans bila dibsndinglan dengan peningkatan. restribusi

BAB I
ARAH, TUJUAN DAN MATERI MUATAN

A, Arab dan Tujuan

Arah pengaturan Peraturan Dacrah tentang Perusahaan Umum Aneka
Usaha adalah pengelolsan yang profesional terhadap potcnsi-potensi yang,
imillc Pemerintah Kebupaten Karanganyar dengern twuan  dapat
membantu serta  mendorong . ekonomi dan pembanguna

dacrah disegala bidang dslam rangka meninglatikan kescjahterasn
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